
YOGYA (KR) - Andriani
Wulandari SE (43) resmi men-
jadi anggota DPRD DIY sisa
masa jabatan 2019-2024. Po-
litisi PDI Perjuangan itu dilan-
tik dan diambil sumpahnya da-
lam  Rapat Paripurna Peng-
gantian Antar Waktu (PAW)
DPRD DIY, Rabu (25/11).

Pengucapan sumpah/janji
Andriani dipandu oleh Ketua
DPRD DIY Nuryadi SPd.

Andriani pun resmi menggan-
tikan Joko B Purnomo yang
mengundurkan diri karena
maju sebagai calon wakil bu-
pati di Pilkada Bantul 2020. 

Perempuan kelahiran
Bantul, 23 Mei 1977 itu akan
duduk di Komisi D yang mena-
ngani Bidang Kesejahteraan
Masyarakat, seperti ketugasan
yang diemban Joko Purnomo
selama menjadi anggota de-

wan. Ia juga mewarisi dua ke-
tugasan yang ditinggalkan
Joko di lembaga legislatif, yaitu
sebagai anggota Badan Ang-
garan dan Wakil Ketua Badan
Kehormatan DPRD DIY. 

“Sebagai kader yang aktif se-
jak 2003 dan masuk struktural
partai hingga sekarang, saya
siap menjalankan tugas dan
tanggung jawab sebagai wakil
rakyat. Saya akan laksanakan
semua ketugasan yang dia-
manahkan,” tutur perempuan
yang akrab disapa Ndari itu. 

Pada Pemilu 2019, Ndari
meraih suara terbanyak ketiga
dari PDI Perjuangan di Dae-
rah Pemilihan DIY 3 (Bantul
Barat) dengan perolehan 4.906
suara. Warga Kadisoro RT 4
Gilangharjo Pandak Bantul itu
berada di belakang Joko
(24.741 suara) dan KPH Pur-
bodiningrat (16.573 suara),
yang kemudian terpilih menja-
di anggota DPRD DIY.  (Bro)-f
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Kepala Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Kota Yogya
Sugeng Darmanto, mengung-
kapkan tahun ini pihaknya su-
dah menunda pembangunan
RTHP di dua lokasi yakni
Kelurahan Rejowinangun dan
Purbayan. “Penundaan tahun
ini karena waktu itu ada re-
alokasi anggaran untuk pe-
nanganan Covid-19. Saat pem-
bahasan RAPBD 2021 juga ti-
dak masuk dalam pokok ba-
hasan karena anggaran tahun

depan masih fokus untuk pe-
mulihan ekonomi,” jelasnya,
Rabu (25/11).

Meski pembangunan RTHP
terjadi penundaan namun
pengadaan lahannya tetap
berjalan. Bahkan pada per-
ubahan anggaran tahun ini
Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang (Dispetaru) mengaloka-
sikan pengadaan lahan di dela-
pan lokasi. Lima lahan di an-
taranya untuk kepentingan
RTHP yakni di wilayah Ke-

lurahan Sorosutan, Ngam-
pilan, Pakuncen, Prenggan,
dan Sosromenduran.

Sugeng mengaku, penun-
daan pembangunan RTHP di
tahun depan karena fokus
anggaran pemerintah masih
terpaku pada kelanjutan pe-
nanganan Covid-19. Di sam-
ping itu akan ada perombakan
kelembagaan baru yang mulai
berlaku per 1 Januari 2021 se-
hingga perlu ada penyesuaian
kebutuhan. “RTHP dibangun
biasanya kalau ada permin-
taan dari warga setelah lahan-
nya tersedia. Nanti pun akan
kami lihat di perubahan ang-
garan. Sangat mungkin diang-
garkan kembali,” imbuhnya.

Hingga saat ini total ada 49
RTHP yang sudah terbangun

di Kota Yogya. Fasilitas yang
dibangun Pemkot antara lain
ruang pertemuan, taman

bermain, fasilitas gazebo
maupun arena olahraga.
Pemanfaatan dan pemeli-

haraannya pun diserahkan ke
masyarakat setempat sedang-
kan penggantian tanaman, pe-

mangkasan pohon maupun
biaya listrik tetap menjadi be-
ban pemerintah.             (Dhi)-f

PENGADAAN LAHAN TETAP BERJALAN

Penundaan Pembangunan RTHP Hingga 2021
YOGYA (KR) - Pemkot Yogya masih akan

melakukan penundaan pembangunan ruang ter-
buka hijau publik (RTHP) hingga tahun depan.
Meski demikian, kegiatan itu masih bisa diusul-
kan melalui perubahan anggaran jika kemam-
puan keuangan pemerintah memungkinkan.

GANTIKAN JOKO B PURNOMO

Andriani Wulandari Resmi Anggota DPRD DIY

YOGYA (KR) - Muhammadiyah
meminta agar Presiden Joko Widodo
memberikan instruksi khusus kepa-
da Pemerintah Daerah di Indonesia
untuk segera melakukan penyesua-
ian berbagai program di daerah. 

Hal ini terkait pencegahan dan pe-
ngendalian penularan Covid-19 yang
terintegrasi dengan pengendalian
konsumsi  tembakau (rokok). Upaya
ini diperlukan sebagai langkah atau
promotif-preventif untuk menekan
angka perokok pemula di Indonesia
yang sekarang sebesar 9,1%
(Riskesdas 2018), menjauh dari target
RPJMN 2019 sebesar 5,4%. 

Rekomendasi PP Muhammadiyah
yang ditandatangani Ketua Umum
PP Prof Dr Haedar Nashir dan
Sekretaris Umum Prof Dr Abdul
Muíti, Rabu (25/11) dibacakan Ma-
nager Research  Muhammadiyah
Steps UMY Sutantri PhD dalam
pertemuan pers virtual. Surat PP
Muhammadiyah tersebut tertanggal
4 November 2020.  Narasumber per-
temuan dr Supriyatiningsih SpOG
Kes dari Muhammadiyah Steps
UMY, Retno Rusdjijati MKes (MTCC
UM Magelang), Rosita Dewi MSc
(CHED ITB AD Jakarta), Artati Haris
MSc (IISD) dan Hafiz Syafaatur-
rahman (IPM). 

Karena data Badan Pusat
Statistika 2020 menunjukkan pembe-
lanjaan rokok/cigarettes lebih besar
kedua (Rp 70.537) dari padi-padian
(Rp 64.961), seafood (Rp 45.304), da-
ging (Rp.24.783), telur dan susu (Rp.
32.435), sayur-sayuran (37.898), ka-
cang-kacangan (Rp. 11.273) dan
buah-buahan (27.444). Bagi Mu-
hammadiyah lanjutnya  ini adalah se-

buah  ironi ketika Pemerintah Indo-
nesia dengan slogan utamanya yaitu
‘Menjadikan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang Unggul untuk Mewu-
judkan Indonesia Maju’, namun be-
lanja rokoknya jauh lebih besar dari
makanan bergizi.

Berdasarkan hasil Sirkesnas dan
Riskesdas sebut Sutantri, menun-
jukkan terjadinya peningkatan pre-
valensi perokok usia 15-18 tahun dari
8,8% (Sirkesnas 2016) menjadi 9,1%
(Riskesdas 2018). “Penelitian  Good-
child (2018), memperkirakan bahwa
total biaya ekonomi dari merokok, ter-
masuk pengeluaran kesehatan dan
kerugian produktivitas, berjumlah $
1852 miliar (US $ 1436 miliar) pada
2012, setara dengan 1,8% dari Produk
Domestik Bruto (PDB) tahunan
dunia. Dan hampir 40% dari biaya ini
terjadi di negara berkembang,” ujar-
nya.

Karenanya menurut Manager
Research  Muhammadiyah Steps
UMY, Muhammadiyah mendukung

Pemerintah Indonesia dalam mela-
kukan berbagai upaya pengendalian
konsumsi tembakau (rokok) dan
larangan electronic nicotine delivery

system (ENDs) atau dikenal dengan e-
cigarette. Cara yang disebut dalam
Surat Rekomendasi PP Muhamma-
diyah ialah menetapkan keputusan
tentang kenaikkan tarif cukai rokok
sebesar minimal 25%  pada  2021
mendatang. 

Cara lain ialah  menetapkan pene-
tapan perubahan atas PP no 109
Tahun 2012 tentang Pengamanan
Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif
Berupa Produk Tembakau Bagi
Kesehatan. 

“Terkhusus, pada penambahan be-
saran ukuran pesan kesehatan
bergambar dalam produk tembakau
(rokok) atau dikenal dengan pictorial

health warnings (PHW) sebesar 85%.
Juga mendukung larangan peredar-
an dan penjualan bebas ENDs atau e-
cigarette ini,  di Indonesia,” tandas-
nya.                                                   (Fsy)-f

MUHAMMADIYAH SURATI PRESIDEN RI

Minta Pengendalian Covid-19 dan Rokok, Terintegrasi

KR-Franz Budisukarnanto

Andriani Wulandari menandatangani dokumen disaksikan

Ketua DPRD DIY.
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